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ABSTRAK

Negara Indonesia dianugerahi Tuhan
berupa luas hutan yang menakjubkan
dengan beraneka ragam jenis satwa langka.
Indonesia menyandang predikat Negara
urutan ketiga dari ketujuh Negara
megadiversity country, hutan terluas di
kawasan asia, dan pemilik hutan mangrove
terluas di dunia. Namun pada tahun 1970an
hutan — hutan di Indonesia mulai
mengalami degradasi hutan yang serius
sebagai dampak dari aktivitas Illegal
Logging dan Indonesia telah kehilangan
hutan asli sebanyak 72 %. Populasi satwa
yang dahulunya banyak kini semakin
berkurang dan mulai terancam dan dapat
berujung pada kepunahan. Banyaknya
satwa yang perlu dilindungi sebagaimana
yang terdaftar dalam PP No 7 Tahun 1999
membuktikan bahwa kelangsungan hidup
satwa langka vyang ada kini semakin
terancam populasinya. Berbagai macam
peraturan pun dibuat untuk menjerat para
pelaku lllegal Logging dalam rangka untuk
menyelamatkan kelangsungan hidup satwa
langka yang perlu dilindungi.
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PENDAHULUAN

Indonesia dianugerahi hutan yang luas
dengan kekayaan alam yang juga banyak.
Luas hutan di Indonesia benar — benar
menakjubkan karena banyaknya hutan
yang kita miliki dapat disejajarkan dengan
Negara — negara dunia lainnya.
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Negara kita, Indonesia masuk dalam
urutan ketiga dari ketujuh negara dunia
lainnya sebagai Megadiversity Country
serta Indonesia keluar sebagai pemenang
hutan terluas di kawasan Asia dan pemilik
hutan bakau terluas di dunia. Tidak salah
lagi, Indonesia berkesempatan menjadi
salah satu surga bagi flora dan fauna yang
beraneka ragam jenisnya.  Sungguh
anugerah yang luar biasa dari Tuhan.

Hutan memiliki berjuta manfaat. Hutan
juga merupakan tempat tinggal beraneka
ragam satwa. Setiap interaksi makhluk
hidup yang terdapat di dalam hutan
memperlihatkan adanya suatu
keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini
dapat diartikan sebagai adanya suatu
interaksi yang berjalan dengan
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan
proses alam. Misalnya tentang rantai
makanan vyang terjalin dengan baik.
Keseimbangan ini masih tetap berjalan
dengan baik karena belum rusaknya
ekosistem hutan. Dan tugas kita adalah
untuk menjaga serta mempertahankan
keasrian hutan dan kelestarian hutan demi
menjaga dan melestarikan satwa yang perlu
dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar
tidak sampai punah.

Namun memasuki era tahun 1970-an,
hutan Indonesia menginjak babak baru. Di
masa era ini, deforestasi (menghilangnya
lahan hutan) mulai menjadi masalah serius.
Industri  perkayuan memang sedang
tumbuh. Pohon bagaikan emas coklat yang
menggiurkan keuntungannya. Lalu
penebangan hutan komersial mulai dibuka
secara besar — besaran. Saat itu terdapat
konsesi pembalakan hutan (illegal logging),
yang awalnya bertujuan untuk
mengembangkan sistem produksi  kayu
untuk kepentingan masa depan. Pada
akhirnya langkah ini terus melaju menuju
degradasi hutan yang serius. Luas hutan
alam asli Indonesia pun menyusut dengan
kecepatan yang sangat mengkhawatirkan.
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Hingga saat ini Indonesia telah kehilangan
hutan aslinya sebesar 72 persen.

Hutan  yang merupakan surga bagi
beragam jenis satwa kini perlahan — lahan
mulai menyusut keberadaannya seiring
semakin maraknya aktivitas illegal logging.
Penyusutan hutan ini pun mengancam
kelangsungan hidup beragam jenis satwa.

PEMBAHASAN
1. lllegal Logging Mengancam
Kelangsungan Hidup Satwa Langka
Meskipun wilayah darat Indonesia hanya
1,3% dari seluruh wilayah darat dunia, di
dalamnya terkandung 12% dari spesies
mamalia, 16% dari spesies reptil dan
spesies amfibi, dan 17% dari spesies
burung.

Presentasi Populasi
Satwa Langka Dunia
yang terdapat di

amalia
eptilia
Amfibi

W Aves

Pulau — pulaunya yang berjumlah 17.000
itu membentang dari kawasan Indomalaya
hingga Australasia, dan Negara kepulauan
ini memiliki tujuh kawasan biogeografi yang
penting dan aneka ragam jenis habitat.
Banyak pulau yang terpencil selama ribuan
tahun, karena itu tingkat kekhasannya
(endemism) sangat tinggi. Dari 429 spesies
burung endemik, misalnya 251 unik pada
satu pulau saja. Sebagian besar serangga di
Indonesia tidak ditemui di tempat — tempat

lain dan banyak genus terdapat di puncak —
puncak gunung. Tiga pusat utama kekayaan
spesies negeri itu adalah Irian Jaya (sangat
kaya spesies dan endemik), Kalimantan
(sangat kaya spesies dan endemik
menengah), dan Sulawesi (kekayaan spesies
tingkat menengah, endemik tinggi).

lllegal logging yang merupakan suatu
aktivitas penebangan liar yang telah
berkembang pesat pada tahun 1970an.
Dimana pada masa ini mulai bertumbuhnya
industri perkayuan di Indonesia. Industri —
Industri perkayuan ini awalnya
dimaksudkan  untuk  mengembangkan
produksi kayu Indonesia di masa yang akan
datang. Namun pengembangan produksi
kayu ini malah mengarah pada munculnya
praktik illegal logging yang mengakibatkan
terjadinya degradasi hutan yang serius.

Deforestasi ini terus melaju dari tahun
ke tahun. Bisa dilihat pada tahun 1985
sampai dengan tahun 1997 mencapai 1,7
juta hektar, dimana Sulawesi, Sumatera,
Kalimantan sebagai daerah yang mengalami
laju deforestasi terbesar. Tercatat lagi
bahwa Indonesia telah kehilangan hutan
asli sebanyak 72 %. Maju ke tahun
berikutnya tepatnya pada tahun 1997
sampai dengan tahun 2000, lagi — lagi
deforestasi terjadi bahkan meningkat dari
sebelumnya yaitu sebanyak 3,8 juta hektar
per tahun. Dan deforestasi ini terus
meningkat sampai sesudah lengsernya
Soeharto dari pemerintahan pada tahun
1998. Dan terus mengalami peningkatan
sampai saat ini.
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Liar terdaftar 294 spesies langka di

Luas Hutan yang Indonesia yang perlu dilindungi agar tidak
Hilang akibat Aktivitas sampai berujung pada kepunahan.
lllegal Logging Mamalia (70 Spesies)
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Aktivitas lllegal logging yang semakin
mengancam habitat satwa liar pun
membuat  populasi  populasi  badak
Sumatera yang dahulunya mencapai 220 —
275 pada tahun 2007 kini menurut
International Rhino Foundation (Virginia)
pada tahun 2010 populasi badak Sumatera
tidak mencapai 200 ekor. Populasi macan
Tutul Jawa atau sering dikenal dengan
macan kumbang kini kurang dari 250 ekor.
Populasi Orangutan Sumatera pada tahun
2004 tinggal 7.300 ekor. Begitu pula dengan
populasi kera hitam Sulawesi yang berasal
dari Maluku dan Sulawesi kini hanya
berjumlah 100.000 ekor. Populasi Macan
Dahan Borneo (Neofelis diardi borneensis)
di alam bebas diperkirakan berkisar antara
5.000 hingga 11.000 ekor. Macan Dahan
Sumatera (Neofelis diardi diardi) lebih
memprihatinkan, sekitar 3.000 hingga
7.000 ekor. Begitu pula dengan populasi
satwa langka Sumatera yang terdapat di
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
dimana kini populasi satwa langka yang ada
tinggal 40- 80 ekor harimau Sumatera, 50-
60 ekor badak Sumatera, dan 600-an Gajah
Sumatera.

Dan  kini  Berdasarkan  Peraturan

_i
Pemerintah (PP) No 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
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Jumlah Spesies Satwa
Langka Berdasarkan
PP No 7 Tahun 1999
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2. Penegakan Hukum bagi pelaku lllegal
Logging dan Upaya Memberantas
Praktik /llegal Logging
Hukuman pidana paling berat bagi para

pelaku lllegal Logging diatur dalam UU No

41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan

ancaman hukuman pidana sebagai berikut :

50 ayat (3) 78 ayat 5tahun | 5 miliar

pemegang izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan, atau izin pemungutan usaha hasil
hutan yang diatur dalam undang —undang
ini, apabila melanggar ketentuan di luar
ketentuan pidana sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 78 dikenakan sanksi
administratif yang dikenakan antara lain
berupa denda, pencabutan izin,
penghentian kegiatan, dan atau
pengurangan areal.

Selain itu pula para pelaku lllegal
Logging dapat diancam dengan hukuman
yang sebagaimana telah diatur dalam UU
dan peraturan — peraturan yang berlaku
lainnya sebagai berikut :
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UU No 5 PP No 28 Tahun | Kitab Undang -
Tahun 1990 1985 Undang Hukum
Pidana
- Dengan Menebang Pengrusakan
merusak pohon tanpa barang (pasal
keutuhan ijin dalam 406-412)
kawasan kawasan dengan
termasuk hutan ancaman
kawasan lindung pidana penjara
hutan (pidana paling lama 5
diancam penjara tahun
dengan paling lama Delik
pidana 10 tahun pencurian
penjara atau denda (pasal 363-
paling 100 juta 365) dengan
lama 10 rupiah) & ancaman
tahun Menebang pidana penjara
atau pohon tanpa 5—-15tahun
denda 200 ijin di luar Delik
juta kawasan pemalsuan
rupiah hutan surat — surat
lindung (pasal 263-
(pidana 276) dengan
penjara ancaman
paling lama 5 pidana penjara
tahun atau 6 — 8 tahun.
denda 20
juta rupiah)
Serta dengan dengan dilakukannya
upaya — upaya sebagai berikut dalam

memberantas aktivitas lllegal Logging :

Silvikultur Ecollabelling Keppres No
21 tahun 1995
kaidah, legitimasi untuk
aturan atau terhadap menekan laju
disebut produk hutan | peredaran
pedoman yang berasal kayu illegal
dalam dari hutan dengan
pelaksanaan | yang dikelola | melakukan
pengelolaan secara lestari | penertiban,
hutan. sesuai dengan | pengawasan,
mutu dan
lingkungan pendaftaran
yang ditata kepemilikan
secara baik. gergaji
chainsaw.
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PENUTUP

Kesimpulan

1. Dampak dari semakin maraknya aktivitas
illegal logging terhadap kelangsungan
hidup satwa adalah rusaknya hutan
sebagai habitat asli beraneka ragam
jenis satwa. Rusaknya hutan akibat
aktivitas  Illlegal Logging  menjadi
ancaman serius bagi kelangsungan hidup
beraneka ragam jenis satwa. lllegal
logging menjadi sebuah neraka bagi
kelangsungan hidup satwa yang ada. Jika
illegal logging dibiarkan terus merajalela
di tanah air kita, maka kelangsungan
hidup beragam jenis hewan pun semakin
terancam bahkan dapat berujung pada
kepunahan.

2. Penegakan hukum di tanah air kita
terhadap kasus lllegal Logging masih
tergolong lemah. Dalam upaya
pembenahan penegakan hukum vyang
lebih  baik khususnya di bidang
kehutanan, berbagai peraturan hukum
pun dikeluarkan pemerintah untuk
menghukum para pelaku illegal logging
mulai dari dikeluarkannya UU No. 41
tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang
— Undang No. 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistem, Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan, sampai dengan
dipergunakannya sejumlah pasal dalam
Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
(KUHP). Selain itu pula dalam upaya
memberantas semakin maraknya
aktivitas illegal logging maka
pemerintah pun menerapkan sistem
silvikultur dan ecolabelling serta dengan
dikeluarkannya Keppres No. 21 tahun
1995.

Saran

Lemahnya penegakan hukum di tanah air
kita di balik produk hukum yang sudah baik
dikarenakan masih rendahnya moral para
aparat penegak hukum serta pemerintah,
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dimana menjadi masalah yang besar dalam
mendorong terjadinya aksi pembalakan liar
atau penebangan liar. Rendahnya moral
pemerintah, menjadikan pemerintah kita
sendiri ikut terlibat dalam aksi /llegal
Logging, dengan bekerja sama dengan
pelaku utamanya dan bahkan pemerintah
kita sendiri yang menjadi pelaku utama di
balik aksi kejahatan lllegal logging. Dan
rendahnya moral aparat penegak hukum di
negara kita menjadikan aparat penegak
hukum kita dapat “dibeli”. Dan akibatnya
para pelaku lllegal Logging dapat terus
lolos dari jeratan hukum dan tetap
melakukan aksinya dengan leluasa. Dalam
menuju ke arah penegakan hukum yang
lebih baik khususnya di bidang kehutanan,
maka diperlukan pembenahan moral
pemerintahan dan aparat penegak hukum
yang lebih baik lagi. Dimana seharusnya
sebagai aparat penegak hukum dan
pemerintah harus bisa mengatasnamakan
keadilan dan melawan semua bentuk
ketidakadilan yang terjadi.
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